
GIIBERNI'R LAMPT]NG
KEPUTUSAN GI,IBERITT'R LAIEPUNG
NoMoR . Gt /li tvt.o2tlHKl2o21

TENTANG

PERSETUWAN PENJUALAIT SFCARA LELAIYG DAN PENETAPAN NILIU LIMIT
BARANG DAERAII MILIK PEUERIIYTAH PROVIXSI LII}IPUNG BERUPA

KEI{DARAAn DrrfAS OPERASIOITAL RODA EMPAT (R4l SEBATTYAT(
10 (SEPrrLr,IIl rrlrrT

GUBER]IUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7 Tahun 2024, disebutl<an bahwa Gubernur menetapkan
nilai limit barang milik daerah selain tanah dan/ atau
bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurufa tersebut di atas, perlu menetapkan persetujuan
penjualan secara lelang dan penetapan nilai limit barang
milik Pemerintah Provinsi la.mpung berupa Kendaraan Dinas
Operasional Roda Empat (R4) Sebanyak 10 (Sepuluh) Unit,
dengan Keputusan Gubemur Lampung;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi
Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

6. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 52 Ta}:ur. 2O2l
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 56 Tahun 2021
tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSI(AI{;

l. Persetujuan Gubemur atas Nota Dinas Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l,ampung
Nomor : OOO.2.411281 |YLO2l2O24 tanggal 21 Mei 2024 Hal
Persetujuan Penjualan BMD Berupa Pera-latan dan Mesin
(KIB B) dan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (R4)
dan Roda Dua (R2);

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara lampung dan Bengkulu Nomor '.

S-166/WKN.O5l2O24, hal penyampaian laporan penilaian
barang milik daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung,
tanggal 12 Desember 2024;

KEPUTUSAIT GI'BERIfi'R TEI{TAITG PERSETUJUAN
PEI|JUALII.IT SECARA LELAIVG DAI{ PEI{ETAPAIT I{IL,AI LIMIT
BARA.ITG DAERAII MILII( PEMERII|TAH PROVITSI LAMPT'ITG
BERT'PA XTI{DARAAIT DIITAS OPERASIOI{AL RODA EMPAT
(R4) SEBAilYAT( 10 (SEPrrLUrlUNrT.
Memberikan persetujuan penjualan secara lelang dan
menetapkan nilai limit barang milik Pemerintah Provinsi
l,ampung berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat
(R4) Sebanyak 10 (Sepuluh) Unit dengan rincian sebagaimana
tercantum dalam I-.ampiran Keputusan ini.
Proses penjualan dilakukan melalui lelang umum pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan klang (KPKNL) Bandar
Lampung, dan hasilnya disetorkan kepada Kas Daerah sebagai
Pendapatan Asli Daerah.
Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas
Operasional Roda Empat (R4) sebanyak l0 (Sepuluh) Unit
tersebut dilakukan dalam rangka penghapusan dari daftar
barang milik daerah untuk membebaskan tanggung jawab
pengelola dan pengurus barang pada Perangkat Daerah yang
mengusulkan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan'

Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Tg!ukbetu n g
padatanggal ll -3 - 2025

G

RAHMAT

LAMPUNG,

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lanpung di Telukbetung;
2. lnspekhrr Provinsi lampung di Bandar lampung
5. i"p"f" gir. H"Ll,m Seida Provinsi l'ampung di TelukbetuflS'
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